



INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS SISTEM INFORMASI PELAYAN 
MONITORING DOKUMEN 







 Penerapan aplikasi Sistem Informasi Pelayan Monitoring Dokumen sudah ditetapkan 
pada tanggal 9 Maret 2018, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang 
standar operasional prosedur pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe. Aplikasi ini sebenarnya 
diharapkan dapat membantu dan memudahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan 
juga masyarakat untuk membuat dokumen dan menyimpan dokumen. Penerapan aplikasi ini 
membuat masyarakat sudah tak perlu lagi untuk pergi ke Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil untuk membuat dokumen atau melengkapi dokumen. Namun dalam 
implementasinya, penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pelayan Monitoring Dokumen ini 
masih banyak kendala. Dengan menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2009), penelitian 
ini akan mengkaji penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pelayan Monitoring Dokumen di 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal itu akan dikaji 
dengan menggunakan teori inovasi yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2006), yang 
mengatakan bahwa: Inovasi dapat dilakukan dalam pelayanan, yaitu pelayanan yang lebih 
baik atau pelayanan baru, atau inovasi dalam proses: yaitu perubahan dalam cara mengelola 
pelayanan publik, perubahan dalam satu atap menjadi pelayanan satu pintu, pembentukan Tim 
teknis sesuai kompetensinya, dan pembenahan dan penyepurnaan teknologi informatik, dan 
inovasi sistim: yaitu perubahan dalam sistim misalnya melalui penerapan Teknologi Informasi 
Komunikasi, E-learning, E-government, pembenahan dan penyempurnaan teknologi 
informatika. Temuan penelitian menggambarkan terkait dengan inovasi pelayanan, inovasi 
dalam proses, dan inovasi sistim yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan 
Sangihe lewat Aplikasi Sistem Informasi Pelayan Monitoring Dokumen sudah mampu 
memberi dampak positif bagi masyarakat itu sendiri, dengan dihadirkannya konsep ini semua 
bentuk kebutuhan masyarakat yang diperlukan sesuai keperluannya dapat tersaji secara efektif 
dan efisien diKabupaten Kepulauan Sangihe bisa secara utuh diterapkan dengan baik. 
 





The application of the Document Monitoring Service Information System application was 
established on March 9, 2018, in accordance with Regent Regulation Number 9 of 2018 concerning 
standard operating procedures for population registration and civil registration at the Sangihe 
Islands Regency Population and Civil Registration Service. This application is actually expected to 
help and facilitate the Department of Population and Civil Registration as well as the public to 
create documents and store documents. The application of this application eliminates the need for 
people to go to the Department of Population and Civil Registration to make documents or 
complete documents. However, in its implementation, the application of the Document Monitoring 
Service Information System Application still has many obstacles. Using qualitative methods 
(Sugiyono, 2009), this study will examine the application of the Document Monitoring Service 
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Information System Application at the Population and Civil Registry Office of Sangihe Islands 
Regency. This will be examined using the innovation theory put forward by Agus Dwiyanto (2006), 
which states that: Innovation can be done in services, namely better services or new services, or 
innovation in processes: namely changes in how to manage public services, change under one roof 
it becomes a one-stop service, the formation of a technical team according to their competence, and 
improvement and refinement of information technology, and system innovation: namely changes in 
the system, for example through the application of Information Communication Technology, E-
learning, E-government, reform and improvement of information technology. The research findings 
illustrate that related to service innovation, innovation in process, and system innovation that has 
been carried out by the Sangihe Islands Regency government through the Document Monitoring 
Service Information System Application has been able to have a positive impact on the community 
itself, by presenting this concept all forms of community needs that are needed according to the 
needs can be presented effectively and efficiently in the Sangihe Islands Regency and can be fully 
implemented properly. 
 







Dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari bagaimana hubungan antara 
pemerintah dengan yang di perintah. Hubungan ini tidak terlepas dari suatu proses 
peneyelenggaraan pemerintahan yang benar-benar menunjukan suatu tanggung jawab yang 
besar terhadap masyarakat yang diayominya, guna mewujudkan suatu pemerintah yang baik. 
Pelayanan publik adalah segalah kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaran 
pelayanan maupun pelaksana ketentuan perundang-undangan dengan begitu pelaksanaan 
pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah harus benar-benar dapat memenuhi kebutuhan 
masyarakat dan juga melaksanakan peraturan perundang-undangan. Sedangkan ukuran 
keberhasilan penyelenggara pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan pihak penerima 
pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai yang dibutuhkan 
dan diharapkan. Karena itulah perluhnya pelayanan bagi masyarakat yang merupakan suatu 
tujuan pemerintah untuk mensejaterakan masyarakat dan sebagai alat pemuas bagi masyarakat 
dan juga melaksanakan dan menjalankan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. 
Oleh karena itu untuk memiliki  status tersebut, maka orang tersebut harus mendaftarkan 
peristiwa atau kejadian itu pada Lembaga Catatan Sipil, dengan demikian orang tersebut akan 
memperoleh bukti tertulis yang berupa  Akta Catatan Sipil. Catatan Sipil merupakan suatu 
catatan yang menyangkut kedudukan hukum seseorang. Bahwa untuk dapat dijadikan dasar 
kepastian hukum seseorang seperti cerai, kelahiran, dan kematian, pengakuan anak, dengan 
pengesahan anak perlu didaftarkan ke kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah suatu 
lembaga resmi pemerintah yang menangani hal-hal seperti diatur sengaja diadakan oleh 
pemerintah dan bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin 
setiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang. Pengelolaan pendaftaran penduduk 
merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota, dimana dalam pelaksanaannya 
diawali dari desa atau kelurahan sebagai ujung tombak pendaftaraan penduduk. Dalam 
pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk sebagai Customer 
merasa mendapat pelayanan yang memuaskan dalam pemenuhan hak penduduk, terutama 
dibidang pencatatan sipil, masih di temukan pengolonggan penduduk yang didasarkan pada 
perlakuan diskriminatif yang membeda-bedakan suku, etnis, keturunan, dan agama 
sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan. 
Pelayanan publik merupakan proses sekaligus output yang menunjukan bagaimana fungsi 
pemerintah dijalankan sejalan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 1 tentang 
pelayanan publik yang menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian 
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
 
 
undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan 
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 
Dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah merupakan aktor pertama 
dan utama yang bertanggung jawab dalam upaya pemenuhan hak-hak rakyat. Hal ini dilakukan 
karena pelayanan publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban pemerintah 
untuk mensejahterakan rakyatnya. 
Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang 23 Tahun 2006 
Tentang Adminitrasi Kependudukan. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan 
penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui 
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan 
serta pendayagunaan  hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.  
Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi penduduk diharapkan dapat 
memberikan pemenuhan atas hak-hak administrasi penduduk dalam pelayanan publik serta 
memberikan perlindungan yang berkenan dengan penertiban Dokumen Kependudukan tanpa 
ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah yang 
bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pengurusan Dokumen 
kependudukan. 
Peraturan  Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah dan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan 
Secara Daring.  
Penting adanya sistem informasi pelayanan monitoring dokumen, karena didapati kadang 
kala banyaknya dokumen yang tercecer dan ketika itu pegawai di dinas kependudukan dan 
pencatatan sipil tidak bisa mendeteksi dokumen tersebut yang pada akhirnya saling tumpa tindi 
sehingga masyarakat harus datang kembali ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk 
melengkapi kembali dokumen.  
Aplikasi Sistem Informasi Pelayan Monitoring Dokumen sudah ditetapkan pada tanggal 9 
Maret 2018,sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang standar operasional 
prosedur pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe. Aplikasi sistem informasi pelayan monitoring dokumen ini 
sebenarnya sudah sangat cukup membantu dan memudahkan Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil dan juga masyarakat untuk membuat dokumen dan menyimpan dokumen. 
Manfaat dan kegunaan bagi masyarakat dengan adanya aplikasi sistem informasi pelayan 
monitoring dokumen masyarakat sudah tak perlu lagi untuk pergi ke dinas kependudukan dan 
pencatatan sipil untuk membuat dokumen atau melengkapi dokumen, karena sudah ada Aplikasi 
yang membantu pengiriman dokumen dan unit pelaksana teknis terdekat untuk memudahkan 
pengiriman dokumen dengan aplikasi secara langsung ke dinas kependudukan dan pencatatan 
sipil, masyarakat tinggal hanya menunggu telepon dari unit pelaksana teknis untuk pengambilan 
dokumen tersebut.  
Selanjutnya hasil pengamatan masih ada saja kendala yang terjadi dalam penerapan Aplikasi 
Sistem Informasi Pelayan Monitoring Dokumen seperti : 1). Kurangnya sumber daya manusia 
yang ada disetiap unit pelaksana teknis masih terbatas sehingga membuat keterlambatan dalam 
dokumen dan membuat kawalahan dalam pekerjaan. Rata-rata orang-orang yang berada dalam 
unit pelaksana teknis masih kurangnya pemahaman tentang teknologi informasi sehingga harus 
membuat simulasi kembali dikantor. 2). Masih belum semua Desa yang memiliki jaringan 
internet sehingga membuat masyarakat didesa-desa harus datang langsung ke dinas 
kependudukan dan pencatatan sipil untuk pembuatan Dokumen. Dan juga belum semua 
masyarakat mengerti tentang Apilkasi Sistem Informasi Pelayan Monitoring Dokumen seperti 
para petani dan nelayan mereka belum memahami sepenuhnya cara menggunakan Android 
sehingga membuat mereka harus datang kembali didinas kependudukan dan pencatatan sipil 
untuk melakukan pembuatan Dokumen dan pada ahirnya dinas kependudukan dan pencatatan 
sipil harus sosialisasi kembali terhadap masyarakat agar masyarakat dapat memahami cara 
menggunakan Aplilasi tersebut, sehingga inovasi terbaru yang sudah di terapkan oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak kembali diinovasi yang lama. 3). Infrastrutur 
peralatan yang masih seadanya. 
Oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus lebih lagi memperhatikan 
 
 
setiap masalah yang terjadi pada masyarakat di tengah-tengah keterbatasan yang ada, sehingga 
Inovasi yang di terapkan benar-benar dikatakan Inovasi terbaru untuk membantu kesulitan 
masyarakat didaerah-daerah terpencil seperti petani dan nelayan yang masih belum cukup 




A. Konsep Inovasi 
Istilah inovasi memang selalu diartikan secara berbeda-beda oleh beberapa ahli. Menurut 
Suryani (2013:304), inovasi dalam konsep yang luas sebenarnya tidak hanya terbatas pada 
produk. Inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun obyek yang dipersepsikan oleh seseorang 
sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga sering digunakan untuk merunjuk pada perubahan yang 
dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami. Namun demikian, dalam 
konteks pemasaran dan konteks perilaku konsumen inovasi dikaitkan dengan produk atau jasa 
yang sifatnya baru. 
Baru untuk merujuk pada produk yang memang benar-benar belum pernah ada sebelumnya 
dipasar dan baru dalam arti ada hal yang berbeda yang merupakan penyempurnaan atau 
perbaikan dari produk sebelumnya yang pernah ditemui konsumen. Kata inovasi dapat diartikan 
sebagai “proses” atau “hasil” pengembangan dan atau pemanfaatan atau mobilitas pengetahuan, 
keterampilan (termasuk keterapilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau 
memperbaiki produk, proses yang dapat memberikan nilai yang lebih berarti. 
Inovasi adalah suatu gagasan, praktek, atau benda yang dianggap/dirasa baru oleh 
individu atau kelompok masyarakat. Ungkapan dianggap/dirasa baru terhadap suatu ide, 
praktek atau benda oleh sebagian orang, belum tentu juga pada sebagian yang lain. Kesemuanya 
tergantung apa yang dirasakan oleh individu atau kelompok terhadap ide, praktek atau benda 
tersebut. Dari kedua padanan kata di atas, maka difusi inovasi adalah suatu proses penyebar 
serapan ide-ide atau hal-hal yang baru dalam upaya untuk merubah suatu masyarakat yang 
terjadi secara terus menerus dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari suatu kurun waktu ke 
kurun waktu yang berikut, sama halnya dengan praktek yang senantiasa diterapkan lewat ide 
dan disalurkan untuk dikembangkan dari suatu bidang tertentu ke bidang yang lainnya kepada 
sekelompok anggota dari sistem social.  
Menurut Rina Mei Mirnasari (2013) mengartikan inovasi di dalam pelayanan publik bisa 
diartikan sebagai prestasi dalam meraih, meningkatkan, dan memperbaiki efektifitas efisien,dan 
akuntabilitas pelayanan publik yang di hasilkan oleh inisiatif pendekatan, metodologi, dan atau 
alat baru dalam pelayanan masyarakat. 
Tahapan-tahapan penanaman ide-ide baru dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat 
oleh pemerintah agar terwujud pelayanan yang lebih baik. 
Rosenfeld (dalam Sutarno, 2012:132), inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada 
produk, proses dan jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru.  
Rogers (dalam LAN, 2007) mengatakan bahwa inovasi mempunyai atribusi  sebagai berikut: 
1. Keuntungan Relatif 
Sebuah inovasi harus mempunyai kenggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan 
inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang 
menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain. 
2. Kesesuaian 
Inovasi juga sebaiknya mempunyai sifat kompatibel atau kesesuain dengan inovasi yang 
digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta dibuang begitu saja, 
selain karena alasan faktor biaya yang sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi 
bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu juga dapat memudahkan proses 
adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat dan tepat. 
3. Kerumitan  
Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi 
lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun demikian, karena sebuah 
inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini 
pada umumnya tidak menjadi masalah penting. 
 
 
4. Kemungkinan dicoba 
Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji terbukti mempunyai keuntungan atau 
nilai dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga sebuah produk inovasi harus 
melewati fase “uji publik”, dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan 
untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi. 
5. Kemudahan diamati 
Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana sebuah inovasi bekerja 
dan menghasilakan sesuatu yang lebih baik. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli 
maka penelitian dapat menarik kesimpulan bahwa inovasi merupakan suatu penemuan 
baru yang berbeda dari yang sebelumnya berupa hasil pemikiran dan ide yang dapat 
dikembangkan juga diimplementasikan agar dirasakan manfaatnya. 
Inovasi erat kaitannya teknologi dan informasi, khusunya internet, memiliki peranan 
penting dalam meningkatkan transparansi.  
Richard Heeks dalam LAN (2007:98) mengelompokkan manfaat teknologi informasi dan 
komunikasi dalam dua kelompok, yaitu: 
1. Manfaat pada Tingkat Proses 
a) Menghemat biaya : mengurangi biaya transaksi bagi masyarakat untuk akses ke 
informasi pemerintah dan mengirim informasi ke pemerintah, mengurangi biaya 
bagi pemerintah untuk menyediakan informasi.  
b) Menghemat waktu : mempercepat proses internal dan proses pertukaran data 
dengan instansi lain. 
c) Mengurangi keterbatasan : dimanapun, kapanpun informasi dan layanan pemerintah 
dapat diakses oleh masyarakat. 
d) Keputusan yang lebih baik : pimpinan dapat mengontrol kinerja stafnya, mengontrol 
kegiatan, ataupun mengontrol kebutuhan. 
2. Manfaat pada Tingkat Pengelolaan 
a) Merubah perilaku aparatur: mengurangi interes pribadi dan meningkatkan interes 
rasional atau nasional. Misalnya dalam mengurangi tindakan korupsi, mengurangi 
pemalsuan, kerja lebih efektif dan efesien dan perlakuan terhadap masyarakat yang 
lebih setara dalam pelayanan publik. 
b) Merubah perilaku masyarakat : partisipasi yang lebih besar terhadap proses 
pemerintahan dan memperluas kesempatan pemasok untuk ambil bagian dalam 
pelayanan pengadaan barang atau jasa. 
c) Pemberdayaan : meningkatkan keseimbangan kekuatan antar kelompok, melalui 
kemudahan, akses ke informasi kepemerintahan. Pemberdayaan aparatur lebih 
meningkat melalui akses ke informasi yang dibutuhkan mereka dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya, pemberdayaan pemasok melalui akses ke informasi tentang 
pengadaan barang dan jasa dan pemberdayaan manajer melalui akses ke informasi 
mengenai stafnya dan sumber daya lainnya. 
3. Jenis-jenis Inovasi 
Menciptakan inovasi harus bisa menentukan inovasi seperti apa yang seharusnya 
dilakukan dalam meningkatkan pelayanan agar inovasi tersebut dapat berguna dan 
bertahan lama. Jenis-jenis inovasi menurut Riant Nugroho (2004:395) diharapkan dapat 
memberikan masukan yang positif dalam menciptakan inovasi layanan jenis-jenis 
inovasi tersebut antara lain: 
a) Inovasi Terus Menerus  
Adalah modifikasi dari produk yang sudah ada dan bukan pembuatan produk yang 
baru sepenuhny. Inovasi ini menimbulkan pengaruh yang paling tidak mengacaukan 
pola perilaku yang sudah mapan. 
b) Inovasi Terus Menerus Secara Dinamis 
Mungkin melibatkan penciptaan produk baru atau perubahan produk yang sudah 
ada, tetapi pada umumnya tidak mengubah pola yang sudah mapan dari kebiasaan 
belanja pelanggan dan pemakaian produk. 
c) Inovasi Terputus  
Melibatkan pengenalan sebuah produk yang sepenuhnya baru yang menyebabkan 
 
 
pembeli mengubah secara signifikan pola perilaku mereka. Suryani (2013:305) 
mendefinisikannya sebagai proses dimana inovasi dikomunikasikan melalui saluran 
tertentu, dalam suatu jangkan waktu tertentu diantara anggota suatu sistem sosial. 
Menurut Rogers dalam difusi ini terdapat beberapa faktor yang menentukan 
keberhasilan difusi inovasi, yaitu ada empat faktor: 
a. Karakteristik Inovasi (Produk) 
Sebuah produk baru dapat dengan muda diterima oleh konsumen (masyarakat) 
jika produk tersebut mempunyai keunggulan relatif. Artinya produk baru akan 
menarik konsumen jika produk tersebut mempunyai kelebihan dibandingkan 
produk-produk yang sudah ada sebelumnya dipasar. 
b. Saluran Komunikasi  
Inovasi akan menyebar pada konsumen yang ada dimasyarakat melalui saluran 
komunikasi yang ada. Suatu produk baru akan dapat dengan segera dan 
menyebar luas ke masyarakat (konsumen) jika perusahan memanfaatkan 
saluran komunikasi yang banyak dan jangkauannya luar seperti media masa dan 
jaringan interpersonal. 
c. Upaya Perubahan Dari Agen 
Perubahan harus mampu mengidentifikasi secara tepat opinion leader yang akan 
digunakan dan mampu melibatkannya sebagai agen perusahan untuk 
mempengaruhi konsumen atau masyarakat dalam menerima dan menggunakan 
produk baru (inovasi) 
d. Sistem Sosial 
Pada umumnya sistem sosial masyarakat modern lebih muda menerima inovasi 
dibandingkan dengan masyarakat yang berorientasi pada sistem sosial 
tradisional karena masyarakat modern cenderung mempunyai sikap positif 
terhadap perubahan, umumnya mengahargai terhadap pendidikan dan ilmu 
pengetahuan, mempunyai perspektif keluar yang lebih baik dan mudah 
berinteraksi dengan orang-orang di luar kelompoknya, sehingga mempermuda 
masukan penerimaan ide-ide baru dalam sistem sosial dan anggotanya dapat 
melihat dirinya dalam peran yang berbada-beda. Dari beberapa konsep dari para 
ahli di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa inovasi merupakan pembaruan 
dan merupakan penemuan hal-hal baru yang bermanfaat baik bagi inovator 
ataupun orang lain yang dapat memanfaatkan hasil inovasi tersebut. 
 
B. Konsep Pelayanan Publik 
Terdapat banyak literatur ilmiah yang telah menyajikan defenisi tentang pelayanan publik 
tetapi pada penelitian ini akan diuraikan beberapa penjabaran dari beberapa ahli diantaranya 
menurut Pasolong (2010:128), pelayanan pada dasarnya didefinisikan sebagai aktifitas 
seseorang, sekelompok dan atau organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk  
memenuhi kebutuhan. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam pelayanan terdapat dua aspek yaitu 
seseorang atau organisasi dan pemenuhan kebutuhan. Menurut Sinambela (2006:5) pelayanan 
publik diartikan, pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang 
mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang 
telah diterapkan. 
Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 1 tentang pelayanan publik yang 
menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap 
warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelyanan administratif yang di sediakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik.  
Menurut Susanto (dalam Sungadi, 2011:124) bahwa dalam sistem pemerintahan dominan, 
perumusan dan pelaksana layanan publik dilakukan oleh pemerintah, dan masyarakat sebagai 
penerima layanan. Namun menurut Dwiyanto (dalam Sungandi, 2011:124), pelayanan oleh 
birokrasi seharusnya digerakkan oleh visi dan misi pelayanan. 
Menurut Lukman (2013:16) memaparkan ruang lingkup pelayanan publik yang dapat 
digilingkan ke dalam dua bentuk, yaitu: 
 
 
a) Pelayanan Barang dan Jasa Publik Pelayanan pengadaan dan penyaluran yang disediakan 
pemerintah kepada masyrakat. Pelayanan publik kategori ini bisa dilakukan oleh 
instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya merupakan kekayaan Negara 
yang tidak bisa dipisahkan atau bisa diselenggarakan oleh badan usah milik pemerintah 
yang sebagian atau seluruh dananya berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan 
(Badan Usaha Milik Negara/BUMN). 
b) Pelayanan Administratif Pelayanan publik dalam Kategori ini meliputi tindakan 
administratif pemerintah yang diwajibkan oleh Negara dan diatur dalam perundang-
undang dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, dan 
harta benda juga kegiatan administratif yang dilakukan oleh instansi non pemerintah 
yang diwajibkan oleh Negara dan diatur dalam perundang-undangan serta diterapkan 
berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan. 
 
1. Kualitas Pelayanan Publik 
Kualitas pelayanan publik merupakan tolak ukur untuk menentukan bagaimna kinerja 
layanan publik di suatu lembaga penyedia layanan publik. Menurut Pasolong (2010:132), terkait 
kualitas pelayanan publik, adalah sebagai “Kualitas pada dasarnya merupakan kata yang 
menyandang arti relatif bersifat abstrak, kualitas dapat digunakan untuk menilai atau 
menentukan tingkat penyesuaian suatu hal terdapat persyaratan atau spesifikasinya itu 
terpenuhi berarti kualitas suatu hal yang dimaksud dapat dikatakan baik, sebaliknya jika 
persyaratan tidak terpenuhi maka dapat dilakukan tidak baik. Secara teoritis, tujuan pelayanan 
publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat”.  
Sinambela (2006:6) menjelaskan bahwa untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas 
pelayanan prima yang tercermin dari: 
1. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan disediakan secara 
memadai serta mudah dimengerti. 
2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan 
penerima pelayanan dengan tetap berpengang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 
4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyrakat dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan 
harapan masyarakat. 
5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek 
apapun khusunya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain. 
6. Keseimbangan, hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek 
keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. 
 
Dalam Sinambela, Lijan (2006:7) mengemukakan bahwa pada dasarnya kualitas mengacu 
pada pengertian pokok: 
1. Kualitas terdiri atas sejumblah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung, 
maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan memberikan 
kepuasan atau penggunaan produk. 
2. Kualitas terdiri atas segalah sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan. 
Disamping itu, Zeithhalm-Parasuman-Berry dalam Pasolong (2010:135), mengatakan bahwa 
untuk mengetahui kualitas pelayanan publik yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, ada 
beberapa indikator ukuran kepuasan konsumen yang terletak pada lima dimensi kualitas 
pelayanan menurut apa yang dikatakan konsumen. Kelima dimensi tersebut antara lain yaitu: 
1. Tangibles : kualitas pelayanan berupa saran fisik perkantoran, komputererisasi 
administrasi, ruang tunggu, tempat informasi. 
2. Reliability : kemampuan dan kehandalan untuk menyediakan pelayanan yang 
terpercaya. 
3. Responsivess : kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat 
dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen. 
 
 
4. Assurance : kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam 
menyakinkan kepercayaan konsumen. 
5. Emphaty : sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap konsumen. 
Menurut Sinambela (2006:29), agar terdapat kepastian pelayanan publik perlu segera 
disusun standar pelayanan yang jelas. 
Standar demikian diperlukan bukan hanya kepastian pelayanan, tetapi juga dapat digunakan 
untuk menilai kompetensi aparatur dan usaha untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik. 
Hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik perluh diekspose untuk diketahui masyarakat, 
demikian pula kewajiban aparatur dalam memberi pelayanan. 
Kualitas suatu pelayanan publik harus mencakup antara lain, yaitu: Transparansi, 
akuntabilitasi, kondisional, partisipatif, tidak diskriminatif (kesamaan hak), dan kesinambungan 
hak dan kewajiban. Dari beberapa konsep para ahli di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 
kualitas pelayanan publik adalah suatu kemampuan untuk menyesuaikan antara keingina atau 
tuntutan penerima pelayanan dengan pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan 
sesuai dengan syarat yang telah di tentukan. 
 Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang 
atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok 
dan tata cara yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa 
pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Karenanya birokrasi 
publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan yang baik dan 
profesional. 
Menurut Moenir (2008:13) Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan 
metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Tujuan 
pelayanan publik adalah mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau 
dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai 
pilihannya dan cara mengaksesnya yang direnecanakan dan disediakan oleh pemerintah. 
 Selanjutnya menurut Moenir (2008: 13), pelayanan publik harus mengandung unsur-
unsur dasar sebagai berikut:  
1. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanan umum harus jelas dan diketahui 
secara pasti oleh masing-masing pihak;  
2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi 
kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh pada efisiensi dan 
efektivitas;  
3. Kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberi 
keamanan, kenyamanan, kepastian hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;  
4. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah terpaksa harus mahal, 
maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada 
masyarakat untuk ikut menyelenggarakan. 
Sementara menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
No./KEP/25//M.PAN/2/2004 Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelaksanaan yang 
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 
pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
2. Tujuan Pelayanan Publik 
Tujuan pelayanan publik pada umumnya adalah bagaimana mempersiapkan pelayanan 
publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan 
dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan 
dan disediakan oleh pemerintah. (Zeithaml, Valarie A. (et.al).1990) Lebih lanjut Zeithaml 
mengatakan, tujuan pelayanan publik adalah sebagai berikut:  
1. Menentukan pelayanan yang disediakan, apa saja macamnya;  
2. Memperlakukan pengguna layanan, sebagai customers;  
3. Berusaha memuaskan pengguna layanan, sesuai dengan yang diinginkan mereka;  
4.  Mencari cara penyampaian pelayanan yang paling baik dan berkualitas;  
 
 
5. Meneyediakan cara-cara, bila pengguna pelayanan tidak ada pilihan.  
(Zeithml, Valarie A. (et.al). 1990) Berdasarkan pasal 3 undang-undang nomor 25 tahun 2009 
menyebutkan bahwa tujuan pelayanan publik antara lain:  
1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak dan tanggungjawab dan 
kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.  
2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-
asas umum pemerintahan dan koperasi yang baik. 
3. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan 
perundangan.  
4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam 
penyelenggaraan publik.  
Instansi yang melakukan pelayanan publik dapat mengembangkan pola penyelenggaraan 
pelayanan sendiri dalam rangka upaya menemukan dan menciptakan inovasi peningkatan 
pelayanan publik. 
 
3. Prinsip Pelayanan Publik 
Menurut Sulistio dan Budi (2009:39) pelayanan publik yang diberikan oleh Birokrasi 
hendaknya berdasarkan prinsip-prinsip dasar berikut ini: 
1. Rasional, efektif dan efisien yang dilakukan melalui manajemen terbuka.  
2. Ilmiah, berdasarkan kajian dan penelitian serta didukung oleh cabang-cabang ilmu 
pengetahuan lainnya. 
3. Inovatif, pembaruan yang dilakukan terus-menerus untuk menghadapi lingkungan yang 
dinamis, berubah dan berkembang. 
4. Produktif, berorientasi kepada hasil kerja yang optimal. 
5. Profesionalisme, penggunaan tenaga kerja profesioanl terampil.  
6. Pengunaan teknologi modern yang tepat guna. 
Islamy (dalam Sulistio dan Budi, 2009:41) menyatakan bahwa pelayanan publik harus 
dilaksanakan oleh Birokrasi pemerintah berdasarkan kepada prinsip-prinsip pelayanan perima 
berikut ini: 
1. Appropriateness (kesesuaian) 
2. Accessibility (keterjangkauan) 
3. Continuity (keberlanjutan) 
4. Technically (teknis) 
5. Profitability (menguntungkan) 
6. Equitability (adil) 
7. Transparency (terbuka) 
8. Accountability (bertanggungjawab) 
9. Effectiveness and Efficiency (efektif dan efesien) 
 
4. Standar Pelayanan Publik 
Menurut Undang-undang Nomor 25 Pasal 1 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, standar 
pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan 
dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada 
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 
Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan di publikasikan 
sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan 
ukuran yang dilakukan dalam penyelenggraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh 
pemberian atau penerima pelayanan. 
Dalam Ratminto dan Atik (2005:23) tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan 
publik, standar pelayanan harus meliputi: 
1. Prosedur pelayanan, prosedur pelayanan yang dilakukan dalam hal ini antara lain 
kesederhanaan, yaitu kemudahan dalam memenuhi persyaratan. 
2. Waktu penyelesaian, waktu yang yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan 
sama dengan waktu penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan haruslah berkaitan 
 
 
dengan kepastian waktu dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan lamanya 
waktu layanan masing-masing 
3. Biaya pelayanan, biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian dalam proses pemberian 
pelayanan, haruslah dengan pengenaan biaya yang secara wajar dan terperinci serta 
tidak melanggar ketentuan yang berlaku. 
4. Produk layanan, hasil layanan yang diterima harus sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan kenyataan dalam pemberian peleyanan yaitu hasil 
pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telahh ditentukan. 
5. Sarana dan Prasarana penyedia, sarana dan prasaran yang memadai oleh penyelenggara 
pelayanan publik. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan perangkat penunjang pelayanan 
yang memadai serta adanya kemudahan dan kenyamanan dalam memperoleh suatu 
pelayanan. 
6. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan, kompetensi petugas memberi pelayanan harus 
ditetapkan dengan tetap berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, 
perilaku yang dibutuhkan. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab petugas pelayanan 
seperti pengetahuan, kedisiplinan, kesopanan, dalam memberikan pelayanan. 
Dari konsep para ahli yang mengemukakan konsep pelayanan publik di atas, penulis dapat 
menyimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan yang di lakukan oleh seseorang 
atau intansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam 
rangka mencapai tujuan tertentu, juga dapat disimpulkan  bahwa pelayanan publik adalah segala 
bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada 
prinsipnya menjadi tanggung jawab pemerintah iti sendiri. 
 
5.  Inovasi Pelayanan Publik 
Menurut Yogi (dalam LAN, 2007:113) Inovasi disektor publik adalah salah satu jalan atau 
bahkan breakthroungh untuk mengatasi kemacetan dan kaku harus mampu dicairkan melalui 
penularan budaya inovasi. Inovasi yang biasanya ditemukan di sektor bisnis kini mulai 
diterapkan dalam sektor publik.  
Budaya inovasi harus dapat dipertahankan dan dikembangkan dengan lebih baik.  Hal ini 
tidak terlepas dari dinamika eksternal dan tuntukan perubahan di masyarakat juga bagitu 
penting sehingga demikian, maka sektor publik dapat menjadi sektor yang dapat 
mengakomodasikan dan merespon secara cepat setiap perubahan yang terjadi. 
Menurut Rina Mei Mirnasari (2013) mengartikan inovasi di dalam pelayanan publik bisa di 
artikan sebagai prestasi dalam meraih, meningkatkan, dan memperbaiki efektivtas, efisiensi dan 
akuntabilitas pelayanan publik yang dihasilkan oleh inisiatif pendekatan, metodologi, dan atau 
alat baru dalam pelayanan masyarakat. 
Inovasi layanan dapat didefinisikan sebagai “suatu proses yang berisi konsep-konsep baru 
dan produksi, pengembangan dan implementasi perilaku. Ini juga merupakan metode, 
perubahan respon terhadap lingkungan eksternal atau tindakan pertama akibat pengaruh 
lingkungan terhadap transformasi organisasi.” 
Menurut Mulgan dan Albury dalam muluk mengatakan bahwa inovasi pelayanan publik yang 
sukses merupakan kreasi dan implementasi dari proses, produk, layanan, dan metode pelayanan 
baru yang merupakan hasil pengembagan nyata dalam efisiensi, efektivitas, atau kualitas hasil. 
Menurut Yogi (dalam LAN, 2007) secara khusus inovasi dalam lembaga publik dapat 
didefinisikan sebagai penerapan (upaya membawa) ide-ide baru dalam implementasi, dicirikan 
oleh adanya perubahan langkah yang cukup besar, berlangsung lama dan berskala cukup umum 
sehingga dalam proses implementasinya berdampak cukup besar terhadap organisasi dan tata 
hubungan organisasi. Proses kelahiran suatu inovasi, bisa didororng oleh bermacam situasi. 
Secara umum inovasi dalam layanan publik ini bisa lahir dalam bentuk inisiatif, seperti: 
1. Kemitraan dalam penyampaian layanan publik, baik antara pemerintah dan pemerintah, 
sektor swasta dan pemerintah. 
2. Penggunaan teknologi informasi untuk komunikasi dalam pelayanan publik. 
3. Pengadaan atau pembentukan lembaga layanan yang secara jelas meningkatkan 
efektivitas layanan (kesehatan, pendidikan , hukum dan keamanan masyarakat) 
Maka inovasi pelayanan publik sebagai terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan ide 
 
 
kreatif original atau adaptasi dan modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. 
Inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat 
merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual. 
Adapun Jenis-jenis Inovasi Pelayanan Publik Menurut Agus Dwiyanto (2006) jenis-jenis 
inovasi pelayanan publik terbagi menjadi empat jenis yaitu: 
1. Inovasi pelayanan, yaitu pelayanan yang lebih baik atau pelayanan baru, adanya back 
office dan front office, dan membuat standar pelayanan publik jenis inovasi ini berarti 
instansi tersebut berupaya memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat 
dengan adanya perubahan-perubahan dalam pelayanan. 
2. Inovasi dalam proses : yaitu perubahan dalam cara mengelola pelayanan publik, 
perubahan dalam satu atap menjadi pelayanan satu pintu, pembentukan Tim teknis 
sesuai kompetensinya, dan pembenahan dan penyepurnaan teknologi informatika. 
3. Inovasi sistim : yaitu perubahan dalam sistim misalnya melalui penerapan Teknologi 
Informasi Komunikasi, E-learning, E-government, pembenahan dan penyempurnaan 
teknologi informatika. 
4. Inovasi Konsepsual : yaitu perubahan dalam konsep atau pola pikir juga sebagai contoh 
yang tadinya birokrat adalah pengusaha, sekarang menjadi pelayanan publik. 
Dari berbagai pendapat para ahli mengenai inovasi pelayanan publik, maka penulis 
mendapatkan suatu kesimpulan bahwa solusi untuk mengatasi kekakuan atau kebutuhan 
pelayanan publik harus ada budaya inovasi untuk menerobos dan menyelesaikan masalah 
tersebut.  
Selain itu inovasi pelayanan publik merupakan sebuah upaya menciptakan ide dan konsep 
baru untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Budaya inovasi dalam 
pelayanan publik merupakan sesuatu yang sangat penting keberadaanya untuk merespon 
dinamika eksternal dan tuntutan perubahan sedemikian cepat. 
Inovasi pelayanan publik juga berarti upaya yang dilakukan suatu instutusi untuk meraih 
prestasi berdasarkan orientasi dalam menciptakan efektivitas dan efisiensi  dalam pelayanan 
publik. Namun inovasi pelayanan publik juga tidak berarti atau tidak mengharuskan sebuah 
penemuan baru dalam penyelesaian masalah, tetapi bisa merupakan pendekatan baru secara 
kontekstual. 
 
C. Sistem Informasi Pelayan Monitoring Dokumen 
Dengan adanya Aplikasi Sistem Informasi pelayanan Monitoring Dokumen masyarakat 
sudah tak perlu lagi untuk prig ke Dinas Kepedudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten 
Kepulauan sangihe untuk membuat dokumen atau melengkapi dokumen, karena sudah ada 
Aplikasi Sistem Informasi pelayanan Monitoring Dokumen untuk memudahkan pengiriman 
dokumen dengan Aplikasi secara langsung ke Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Kepulauan sangihe, masyarakat tinggal hanya menunggu telepon dari rumah untuk 
pengambilan dokumen tersebut. Penting adanya Aplikasi Sistem Informasi pelayanan 
Moniitoring Dokumen, karena didapati kadang kala banyaknya dokumen yang tercecer dan 
ketika itu pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe 
tidak bisa mendeteksi dokumen tersebut yang pada akhirnya saling tumpa tindi sehingga 
masyarakat harus datang kembali ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Kepulauan Sangihe untuk melengkapi kembali dokumen. 
Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Monitoring Dokumen adalah inovasi penganti 
kertas ekspedisi untuk meminimalisir kertas, untuk efesiensi waktu, efektifitas waktu, mngukur 
kinerja pegawai, dan waktu penyelesaian dokumen secara cepat dapat di evaluasi minimal 
seminggu sekali. Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Monitoring Dokumen sudah membuat 
anti-covid sebagai pembantu dasar Sistem Informasi Pelayanan Monitoring Dokumen. Sekarang 
masyarakat sudah bisa mengakses sendiri, dan sudah bisa membuat pngirimanan dokumen 
tanpa bantuan pegawai untuk melakukan entri. Inilah pengembangan inovasi Sistem Playan 







  Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode kualitatif (Sugiyono, 2009), yang 
akan mengkaji inovasi penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pelayan Monitoring Dokumen di 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe. Inovasi yangdilakukan 
oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe tersebut akan dikaji dengan menggunakan 
konsep yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2006) tentang Inovasi. Menurutnya inovasi 
dapat dilakukan dari: 
1. Inovasi pelayanan, yaitu pelayanan yang lebih baik atau pelayanan baru, adanya back 
office dan front office, dan membuat standar pelayanan publik jenis inovasi ini berarti 
instansi tersebut berupaya memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat 
dengan adanya perubahan-perubahan dalam pelayanan. 
2. Inovasi dalam proses : yaitu perubahan dalam cara mengelola pelayanan publik, 
perubahan dalam satu atap menjadi pelayanan satu pintu, pembentukan Tim teknis 
sesuai kompetensinya, dan pembenahan dan penyepurnaan teknologi informatika. 
3. Inovasi sistim : yaitu perubahan dalam sistim misalnya melalui penerapan Teknologi 
Informasi Komunikasi, E-learning, E-government, pembenahan dan penyempurnaan 
teknologi informatika. 
4. Inovasi Konsepsual : yaitu perubahan dalam konsep atau pola pikir juga sebagai contoh 
yang tadinya birokrat adalah pengusaha, sekarang menjadi pelayanan publik. 
Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data 
yangdiperoleh dianalisis dengan tahapan yang diawali dengan melakukan reduksi data, 




Dalam penelitian ini, untuk menentukan Inovasi Pelayanan publik dalam  Sistem Informasi 
Pelayan Monitoring Dokumen diDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Kepulauan Sangihe, digunakan aspek parameter sebagai berikut: 
1. Inovasi Pelayanan, yaitu kemauan atau kesiapan para pegawai untuk memberikan 
pelayanan yang dibutuhkan dan dijanjikan dengan cepat, tepat dan asa kepastian 
terhadap masyarakat. 
2. Inovasi Proses, artinya setiap orang dalam suatu instansi harus memiliki keterampilan 
dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memberikan pelayanan dengan baik. 
3. Inovasi Sistem, adalah ketambahan infrastuktur peralaratn dan kemampuan pegawai 
dalam pemahaman tentang teknologi informatika  dan juga daya saing yang tinggi untuk 
menghilakan  sifat keraguan masyarakat. 
4. Inovasi konseptual, yaitu keseriusan dan ketulusan dalam melayani masyarakat, sikap 
tegas tapi penuh perhatian terhadap masyarakat, sehingga memudahkan dalam 
melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan dan keinginan 
masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dengan berstruktur pada konsep. 
 
A. Inovasi Pelayanan 
Menurut Agus Dwiyanto (2006), 1) adanya back office dan juga front office adalah untuk 
memperlancar pelayanan sebagai tempat pendaftaran berkas-berkas untuk diproses. 2) 
membuat standar pelayanan publik merupakan salah satu tolak ukur yang digunakan dalam 
memberikan pelayanan terhadap masyarakat, digunakan standar pelayanan publik sebagai tolak 
ukur dalam memberikan pelayanan disetiap instansi  wajib mempunyai standar pelayanan 
publik. Ketiadaan standar pelayanan publik dapat berakibat pada tidak terciptanya pelayanan 
prima pada masyarakat karena tidak adanya tolak ukur secara pasti dalam pemberian 
pelayanan.  Pelayanan adalah bagian yang sangat penting dari pemasaran sebuah produk dan 
jasa, pelayanan menyangkut emosi. Orang akan meninggalkan suatu produk atau jasa bila 
pemberian layanan lambat dalam bekerja, tidak ramah , marah-marah dan cemberut, termasuk 
harus menunggu cukup lama untuk memproleh suatu produk atau pelayanan. Suatu instansi 
harus terus berpikir dan mencari  jalan agar kualitas pelayanan bisa ditingkatkan. 
Oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan 
 
 
Sangihe meluncurkan suatu inovasi terbaru lewat Aplikasi sistem Informasi Pelayanan 
Monitoring Dokumen  untuk memberikan pelayanan yang berdampak baik terhadap masyarakat 
di Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang di mana suatu instansi terkait membuat perubahan yang 
nampak terhadap masyarakat dengan adanya Aplikasi Sistem Informasi Pelayan Monitoring 
Dokumen untuk mempermudah masyarakat mengakses data dan informasi sesuai keperluan 
masing-masing. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe 
menyajikan suatu inovasi terbaru guna miningkatkan efisiensi dan efektifitas informasi 
pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe 
terhadap masyarakat. Dirancangkan Aplikasi Sistem Informasi Pelayan Monitoring Dokumen 
dapat membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal penyelenggaraan 
pelayanan publik yang tepat, cepat, akurat, dan juga dapat mempermudah masyarakat serta 
instansi terkait dalam mendapatkan pelayanan informasi dan administrasi yang baik. 
 
B. Inovasi Proses  
Inovasi proses adalah suatu aspek yang saat ini dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, yaitu salah satu bentuk bagaimana suatu 
pelayanan dilakukan berdasarkan cara pengelolaan pelayanan publik seperti perubahan dalam  
cara mengelola pelayanan publik, perubahan dalam satu atap menjadi satu pintu, pembentukan 
tim teknis sesuai kompetensinya, pembenahan pelayanan lebih transparan dan penyempurnaan 
teknologi informasi komunikasi. Inovasi proses adalah pengetahuan dan ide menjadi suatu hal 
yang baru, pengembangan produk, proses ataupun pelayanan yang bertujuan untuk 
memperoleh keuntungan kompetitif, kombinasi dari fasilitas, keterampilan dan teknologi yang 
digunakan untuk menghasilkan produk atau menyediakan proses layanan dengan cara yang 
lebih baik terhadap masyarakat. Dimana dalam hal ini penggunaan alat, mesin, tenaga kerja, dan 
material yang sama, namun proses produksi yang berbeda. Perbedaan proses produksi ini 
berasal dari inovasi (pengembangan ide dan pengetahuan) sehinggan menghasilkan keunggulan 
suatu instansi yang lebih baik. Lewat inovasi dalam proses ini pembenahan pengelolaan 
sepenuhnya dikembangkan dengan melihat situasi yang ada di tingkatan pemerintah kepada 
masyarakat selaku penerima layanan. 
 
C. Inovasi Sistem 
Inovasi sistem yaitu Perubahan dalam sistem yang saat ini terus dimaksimalkan oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui penerapan teknologi 
informasi komunikasi, E-learning, E-government, pembenahan dan penyempurnaan tenologi 
informatika.  Sistem ini diterapkan sesuai kemampuan serta bidang dari masing-masing, Output 
dari inovasi sistem ini adalah sebagai bentuk pelayanan yang selama ini dikeluhkan para 
penerima layanan yaitu masyarakat dan tingkatan instansi pemerintah, karena sistem yang 
terlalu rumit sehingga bagi masyarakat awam belum sepenuhnya memahami sistem pelayanan 
yang berbasis Teknologi Informasi Komunikasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam hal ini menerima sistem saat ini dihadirkan lewat Aplikasi 
Sistem Informasi Pelayan Monitoring Dokumen. Tujuan dari penerapan sistem tersebut guna 
untuk memangkas birokrasi pelayanan yang dulunya berbelit-belit, dan juga masih 
menggunakan sistem manual yang dikhawatirkan adalah data serta pelayanan administrasi dan 
penyaluran informasi masih belum akurat dan terpercaya dari segi bidang layanan tertentu. 
Dengan adanya inovasi sistem ini terobosan pemerintah yang berbasis Teknologi Informasi 
Komunikasi lebih muda di akses dan diaplikasikan guna untuk mendapatkan layanan informasi 
yang baik terhadap masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. 
 
D. Inovasi Konseptual 
Inovasi konseptual yaitu perubahan dalam konsep atau pola pikir juga sebagai contoh 
yang tadinya birokrat adalah pengusah, sekarang menjadi pelayanan publik. Inovasi konseptual 
dari aspek yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Kepulauan Sangihe lewat Aplikasi Sistem Informasi Pelayan Monitoring Dokumen sampai saat 
ini sudah sepenuhnnya maksimal, konsep maupun mindset yang dipakai dalam penerapan 
pelayanan kepada masyarakat inilah yang mampu membuat suatu perkembangan di tingkat 
 
 
instansi juga masyarakat sebagai penerima layanan, dengan hadirnya suatu terobosan lewat 
Aplikasi Sistem Informasi Pelayan Monitoring Dokumen mampu merubah pola pikir bahwa 
pentingnya penerapan berbasis teknologi infomasi dan komunikasi dalam memberikan dampak 
secara langsung bagi para pengguna layanan tersebut dan juga yang berkepentingan di 
dalamnya.  
Secara konseptual yaitu inovasi yang dimaksud adalah adanya inisiatif dan arah 
penemuan baru, ini dapat diartikan bahwa setiap pelayanan publik yang dikeluarkan pada 
prinsipnya harus dapat memuat sesuatu yang baru pada peranan ini, yang menjadi fokus inovasi 
yang dapat memengaruhi proses pembuatan atau perumusan pelayanan. Inovasi  yang khusus 
diciptakan untuk mendorong, mengembangkan, dan menyebarkan inovasi untuk berbagai 
sektor Terkait erat dengan kebijakan publik secara konseptual, ini hadir untuk menampakan 
pelayanan bukan hanya lewat konsep, melainkan pelayanan nyata yang di sajikan oleh Dinas 




Inovasi Pelayanan publik dalam program Aplikasi Sistem Informasi Pelayan Monitoring 
Dokumen bahwa dengan mengembangkan suatu inovasi dalam pelayanan lewat aplikasi Sistem 
Informasi Pelayan Monitoring Dokumen Sesuai dengan peraturan yang berlaku maka suatu 
badan atau instansi terkait harus mampu dan dapat melaksanakan program-program serta 
inovasi-inovasi yang dapat memajukan suatu daerah terkait dengan suatu pelayanan yang di 
sajikan kepada semua masyarakat yang mengacu pada peraturan Bupati yang di dalamnya 
sudah memiliki Standar Operasional Prosedur untuk pelaksanaan suatu program atau inovasi 
pemerintah sebagai bentuk perwujudan keterbukaan infomasi kepada masyarakat. 
Inovasi dalam proses bahwa yang dihadirkan oleh Dinas Kependudukan dan Peencatatan 
Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah mampu mengatasi persoalan yang ada sesuai dengan 
kompetensinya masing-masing, juga lewat penerapan aplikasi ini sudah mampu membuat suatu 
pembenahan dalam pelayanan yang lebih transparan yang dapat di manfaatkan pengguna 
layanan. Bisa dilihat dari pembentukan tim teknis serta bagaimana tim tersebut bekerja dalam 
penyempurnaan aplikasi ini sehingga dapat di terima oleh masyarakat agar mudah dimengerti 
pengguna layanan dan menyajikan data serta informasi kepada masyarakat secara aktual dan 
terpercaya. 
Inovasi sistim inilah yang sepenuhnya ingin diterpakan secara utuh oleh Dinas 
Kependudukan dan Peencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti nyatanya lewat 
penerapan aplikasi Sistem Informasi Pelayan Monitoring Dokumen inilah yang membantu 
pemerintah dalam penyempurnaan penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk inovasi dari suatu 
program pemerintah ini diwujudkan dalam bentuk data dan informasi berbasis teknologi 
informasi komunikasi (TIK) yang tentu sangat berguna bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe 
kedepannya, lebih khusus perkembangam ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang 
mempermudah kinerja pemerintah dalam melakukan atau mewujudkan suatu pelayanan publik 
yang pastinya berdampak positif kedepannya. 
Inovasi konsepsual bahwa, yang diterapkan melalui konsep dan mindset menyimpulkan 
bahwa yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe lewat Aplikasi Sistem 
Informasi Pelayan Monitoring Dokumen inilah yang mampu memberi dampak positif bagi 
masyarakat itu sendiri, dengan dihadirkannya konsep ini semua bentuk kebutuhan masyarakat 
yang diperlukan sesuai keperluannya dapat tersaji secara efektif dan efisien diKabupaten 
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